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femperhatikan

BUPAT

/_TERA\ o

I Kupys

NOMOR 26 11y 500

TENTANG

UNIT PELAYANAN pEN

PERIKAN GEMBA
AN BUDIDAYA KABUPE’I(‘;F?NNSIJJII))?S

BUPATI Kubus,

pahwa dalam rangka pem

dapat lebih berperan S:tfag:;?rday aan usaha pembudidayan ikan skala kecil agar

menciptakan iklim usaha penggerak ekonomi, maka pemerintah berkewajiban

memberikan dukungan kepad yang kondusif bersama masyarakat dengan

bahwa guna mc~,lzil(san:11<;,)1a @ kelembagaan masyarakat pembudidaya ikan ;

di atas, perlu membentuk plrjo gram pembangunan perikanan budidaya tersebut
nit Pelayanan Pengembangan (UPP) Perikanan

Budidaya di Kabupaten K :
ikan : udus sebagai organisasi usaha kelompok pembudidaya

_ bahwa berdasar i
kan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas,

perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

I

" Undang-undang Nomor 31 Tahun

_ Peraturan Pemerintah Nomor

Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

_ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1995
. N
Republik Indonesia Nomor 3611) ; omor 74,Tambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas U‘ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4432) |
141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas

Tahun 1990 tentang- Usaha Perikanan

Peraturan Pemerintah  Nomor 15
256, Tambahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058) ;

Keputusan Direktorat Jendral Perikanan Budidaya tanggal 10 Nopember 2004
Nomor 501l/DPB.S/HIC.lSO.DS/XII/2004 {entang  Pedoman Umum
Unit Pelayanan Pengembangan (UPP);

Pembentukan Pengembangan
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mor
2. Keputusan - Direkyyy Jendera) Perikanan tanggal 10 Murc: 20?1?ra:‘[ (Dl:nﬂ
1224/DTB.S/HIC ) 50.DS2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan | oy Ikan Skala
Penguatan Modal Melaly; Mekanisme Pinjaman Bagi Pembudidaya
Keceil ;
3. Surat Edaran 1)irekq
12/PB/2006 tentan
Mekanisme pj

ur Jendr

g Tata ¢

Njaman :

- Surat Direktorat Jendral p
Perikanan tanggal 31 Me; 2
Penyaluran Dang Penguatan

5. Surat Dinas p

25 April 2006

or SE-
al Anggaran tanggal 9 Maret 20?\46 ZfﬁmMclului
ara Penyaluran Dana Penguatan Mod

Jautan  dan
¢rikanan Budidaya Departemen Vljzc(l)‘(l;l()tdt[;ntang
)06 Nomor 2292/DPB5/PM220D5/

Modal
erikanan dan Kelautan p

P . an al
emerintah mpinsi Jawa l"cngah tangg
Nomor 57()/598 Perihal [

dana Penguatan Modal Tahun 2006.

MliMUTUSKAN :

'NGEMBANGAN
PERATURAN BUpATy TENTANG UNIT PELAYANAN PENGEM
(UPP) PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN KUDUS.

an
cnt‘“’pka

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
al;uﬂmh adalah Kabupaten Kudus :
P rintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabu
peme

i adalah Bupati Kudus : .
iuﬁzi; Dinas adalah Kepala Dinag P
¢l

paten Kudus;

ertanian Kabupaten Kudus : -
didayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan da_n atau mcmg;?:gaunakan
e anen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk keglata_n yang o N
Sertal mu;Tuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengo

o - . -
mengawi;ka;‘ ikan adalah pelaku usaha budidaya ikan pd lahan garapan sebagai .us%}h?;:il;:;tl’iin:
PembUdlkali maupun cabang usaha dalam kerangka penerapan sistem usaha aquabxémsl rmbudidaya
uSahapokopembudidaya Ikan yang selanjutnya disingkat Pokdakan adalah organisast I'Jleiki -
e telah dibina oleh Dinas Kabupaten/Kota yang mempu")’ai_?e“g“ms‘ memt
ili?aﬁz%ompok dan masing-masing anggota merupakan usaha produktif ;

a

ipilih dan di kan oleh Kepala
a Pendamping Teknologi adalah petugas lapangan yang dnpnh‘h dan ditetap
gfnzsg untuk mendampingi Pokdakan sebagai motivator dan fasilitator
in

inj ; isedi erintah untuk
Penguatan Modal dan Kelembagaan adalah dana pinjaman yang disediakan pem
Dana
aha Pokdakan ; ‘ . P
nl;endu;z?;uijisr adalah pengembalian pinjaman modal usaha dan dl;aizrkkan kcm}t:iilg r:[ia .
- i ¢ ’doman Umum Pelaksanaan
i 1 telah ditetapkan dalam Pedoman
sesuai prosedur yang te
pedesaan

- ¢ ikanan untuk
baga Keuangan adalah Bank yang ditetapkan oleh Departemen Kelautan dan Perikan:

aga ch Depart

o lﬁrkan dana pinjaman penguatan modal dan kelur!b‘ag,aan : il ot g
G layanan Pengembangan yang selanjutnya disingkat U‘PP ada g
!IUmtb l(;?daijnikan yang telah dibina oleh Dinas Kabupaten dan ditetapkan dengan pati,
pembudiday.

y E i 1 daﬂ S



3.
BAB 11
PEMBENTUK AN
Pasal 2
an Bupatt ini dibentuk Upit pot... ) it
u pcﬂ‘“ml mit Pelayanan Pengembangan Perikanan Budidaya Kabupaten
1
‘(l',r‘l
w
BAB 11|
KEDUDUKAN, TUGAS AN FUNGSI
Pasal 3}
10 ; ﬁ\‘dl MTunak .
o l)enkanan lnl:L l:diii‘ll :mnumkan lcmhagu usaha kelompok yang bergerak dalam bidang
4 1,clnbaﬂga“ iy ayaan ikan dan usaha-wasaha produktif yang menunjang pengembangan
o &hu jidayaan ikan. ‘

e « ana dimaksud ave
pb» staga"nand dimaksud ayat (1) dipimpin olch seorang Ketua

Jaksanakan tugasnva, UPP Porik ane ‘ 7 A
) Da]anﬂ“‘m ' gasnya, UPP Perikanan Budidaya bertanggung jawab kepada Bupati

)
|

Pasal 4
pl’k‘fﬂ""m‘m Budidaya mempunyai tugas scbagai berikut -
prt

1613}‘\1}\31\ putmbmaan teknik operasional bing usaha sarana dan prasarana terhadap kelompok
.mbudida)'a ikan : |
mm)clcnggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan yang meliputi pencatatan
perimaan dan pengeluaran kguungan. keanggotaan POKDAK AN, wralins fan pelaporan
peberie! dukungan operasional dan  manajemen  usaha kelompok ~dalam meningkatkan
. cngembangan usahanya :
membant” mengembangkan kemampuan para anggota serta kemitraan antara anggota UPP :
)‘ emelihar? kerukunan serta berupaya mencegah persaingan tidak sehat diantara anggota dan
me\wjudkan kerjasama yang serasi antara anggota UPP
menciptakan pemerataan kesempatan usaha bagi setiap anggota ;
mempenimbangkan dan menerima aspirasi anggota ;
nendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai inisiatif dan kreatifitas semua anggota dalam
rangka memperkokoh usaha bersama :
~ mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan budidaya.

Pasal §

nuk menyelenggarakan tugas schagaimana dimaksud Pasal 4, UPP Perikanan Budidaya mempunyai

ingsi sebagai berikut :

. menginventarisir Pokdakan di wilayah kerja UPP;

» menerima pengembalian dana penguatan modal dan kelembagaan dari kelompok dan
menyalurkannya kembali kepada Pokdakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku

C mela;kukan pencatatan dan dokumentasi kegiatan anggota pembudidaya penerima dana penguatan

modal dan kelembagaan :

P 1



< n

srkembangan kegiats
Kan mrkcm CRlatan uggh, :
ncl“por pupati dan_ tembusannya dis'-:iy:i.t-mdlduy“ Program Budidaya di Pedesaan (BUPEDES)
o ﬂan propinsi Jawa Tengah; dan [‘)itric!r)\d]l)kafl kepada Dings Pertanian, Dinas Perikanan dan
v snyelesaikan v Perikanan Budidaya -
’,:mbamu mt;‘i:‘li oy b:;?‘alh yang dihadap; pembu:;idd‘;j;ay 4
: ¢ » S Su v

,ukan p g an Pcn Q .
nclﬂgembangkan kegiatan usahg unggotf mbangan usahy kelompok pembudidaya ;
el

BAB IV
ORGANISAS|

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal ¢
organisasi UPP Perikanan Budidaya melipui
pembina :
g Ketua ;
" Sekretaris |
d. BCndahar a |
. Anggota 4

' anisasi sebagai . o
| Bagzg'l?l:fn I:engurisas?gl:?ii;:‘:nks;d;yw (1 lcrcar}lum da{mn [Lampiran Perafuran Bupati 1ni.
T ) Kepala Di udidaya sebagaimana dimaksud ayat ( 1) ditetapkan dengan

Keputusan K.cpaia Linas.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua UPP dapat mengundang pejabat tertentu atau unsur

) o :
|ain Yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Pengurus UPP.

Pasal 7

s Jabatan Pengurus UPP Perikanan Budidaya adalah 3 (tiga) tahun, selanjutnya dapat dipilih

nbali pada periode berikutnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, UPP Perikanan Budidaya dibantu oleh Sekretariat UPP Perikanan

)
Budidaya.
) Pembentukan Sekretariat UPP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Dinas.

BABV
TATA KERJA

Pasal 9

ctua,Sekretaris, Bendahara dan Anggota UPP Perikanan

yalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil K
rtikal dan horisontal baik dalam lingkungan

udidaya wajib menerapkan prinsip koordinasi secara ve
endiri maupun dengan Dinas/Instansi.



Pasal 10

a u apablla d1pcrlukan ;
b ber kd“‘ '““UPU“ rapat khusus dlplmpm oleh Ketua UPP Perikanan Budidaya, dan dalam hal
11 P Ll i rapat dipimpin oleh Waki| Ketua,

Pasal 11

crikanan Budidaya menyampaikan o

diperlukan. poran kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali atau setiap
‘l ]

Il,l |l711

W

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

urn Bupati i mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
?,rl

setiap ORINE dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
annya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus,

0

nC“‘P a

o —

JABATAN PAW‘“ Ditetapkan di Kudus

e

GEKDA // ‘ pada tanggal 20 Nopember 2006
| o—— '
ASISTEN SEKDA

BUPATI KUDUS,

KEPALA DINAS \\/( ?

S

S0
l”‘ NYA -/ N
i ‘A—- A

CMERE: AED

HAMMAD TAMZIL

gkan di Kudus

iundan
D Nopember 2006

sada tanggal 21

GEKRETARIS DAEI H KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR .34




ORGANISASI UNIT PELAY ANAN
PERIKANAN BUDIDAYA K Apyy

" Al N

LAMPIRAY, .

PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 20 Hopember 2006

Nomor :

PATEN KUDUS

KETUA

|
|
& i
1 J i S
-
1\;/
/‘/ -
-
| SEKSI
SAPROKAN

SEKSI TEKNIS

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2020.02.10
10:09:40 +07'00'

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

26 TAHUN 2006

PENGEMBANGAN (UPP)

SEKSI
KEMITRAAN

- R

e
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